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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang

NOMOR : 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
PROPINSI DAERAH TINGKAT | SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

I

i 1.

bahwa Kepengurusan Perusahaan Dacrah Air Minum Tirtanadi
Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985
scbagaidasarpmbiumnnMahPmpinsiMTingknl
Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah
Atr Minum Tirtanadi Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara telah
diabmbadasarthaahmMcntcriDathegchomor?Tahm
lWSmmchpmgmemhamDouahAirMimm;

bahwa untuk pemycsuaian kepengurusan Perusahaan Dacrah Air
Minum Tirtanadi Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara
wbag:ixm;ymgdiatmddeuxtmemtcdDalamNcgqi
Nomor7Tamml998dimaksudmakxPcmmmDaunhPmpimi
Dacrah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25 tahun 1985, perlu diganti

dengan Peraturan Dacrah yang baru;

bahwa untuk maksud diatas perlu ditctapkan dengan Peraturan
Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara.

Undmg—UndzngNommuTahnnwantmchmbcmnhnDaemh
OtonoumpinsiAcchdaanbahmPcranmPembcntukm

Dwn.hPropimiSnmueraUtan(lxmbuanNcganTahm 1956
Nomor 64, Tambahan Lebaran Negara Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok
Pemerintahan di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38
Tmhnhml.anbutnNemNomorwﬁ);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah  Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59,
TmhnthanbuancmNomorw);
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Pasal §

Tujoan pokok Perusahaan Daerah adalah untuk mengembangkan
Perckonomian Dacrah dan meningkatkan Pendapatan Dacrah dengan
mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang
memeauhi  persyaratan  keschatan, serta meningkatkan kualitas
lingkungan dengan memberikan pelayanan penyaluran air limbah dan
pmgtmpuhnmchluisistimpapipaandahmnngh\mmkmcnupai
kescjahteraan masyarakat pada umumaya.

Unmkta'laksanmyamjumdimksudesahaaanahmcmptmyai
kegixtan/ lapangan usaha :

a2 Mengelola, pendistribusian pelayanan air minum yang memenuhi

persyaratan keschatan kepada masyarakat sccara merata, tertib
dan teratur, -

b. Mclammkmscgalausahakcgiatxnyangbcrkaimdcngan
pengelolaan pembuangan air limbah dalam suatu sistim yang
memenuhi persyaratan keschatan lingkungan;

C. Pengelolaan kegiatan dimaksud dilakukan dengan berpegang
pada  prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan  tidak
melupakan fungsi sosialnya.

Pasal 6

Cabang/ Unit sesuai dengan kebutuhan berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

szmbahandanpengumganUnitdanmuCabangPemsahaan
Dwrahdtpaxcﬁhmhndcnganpcmcmjuan tertulis Kepala Dacrah.
Bagian Kedua
Modal
Pasal 7

Modal  Dasar  Perusahaan  Daerah ditetapkan  sebesar
Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah).

Semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan menjadi Modal Perusahaan
Dacrah scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

PcuyumnModﬂdahmmngkakcxjasamadcnganpﬂmkkcﬁgadapm
dihkukmdcngmpascnxjuaanpNaDacrah

PcmbumeodaldamditetaphndcngaanmrmDacmh
Propinsi Dacrah Tingakat I Sumatera Utara,

SunmnlztlihﬁdadiximpandalamBankPembangxmanDamh
Sumatera Utara atau Bank Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah

Pasal 8

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah

drictapkan oleh Direksi dengan persetujusn Badan Pengawas dan
berlaku scsudah mendapat pengesahan Kepala Dacrah.

Bagian Keempat
Pengurus Perusahaan Daerah

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Dacrah terdiri dari :

a
b.

(1)

(.

3

(4)

(1)

2

()

Direksi
Badan Pengawas

Bagian Kelima
Dircksi

Pasal 10

Perusahaan Daecrah dipimpin oleh Direksi paling banyak 4
(empat) orang dan scorang diantaranya diangkat sebagai Direktur
Utama dan lainnya sebagai Direktur.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
dandimamakanbukandarichawaiNcgcriatasusmBadm
Peagawas.

Pengangkatan Anggota Direksi scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dacrah.

Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu
dilantik dan diambil sumpaly janji olch Kepala Dacrah,

Pasal 11

Dircksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah schuri-hari
berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala
Dacrah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan
dan Tata Tertib serta Tata Kerja yang ditctapkan serta

memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
beriaku

Dircksi mengelola serta bertanggung jawab atas kekayaan
Perusahaan Daerah

Dircksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan
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Pasal 12

ireksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai
berikut :

(1)

@)
3>
(4).
(35X
(6

(8

(1.

@

(1)

@

Licmimpindanmgcoddemuakcghuanahnn
Dacrah.

Merencanakan dan menyusun program k&ja Perusahaan Dacrah.
Mcmbina Pegawai. |

Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
Menyclenggarakan administrasi umum dan keuangan
Melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Dacrah.

Mewakili Perusahaan Dacrah baik dj dalam dan di luar

pengadilan, ‘

Tingkat I Sumatera Utara melalui Badan Pengawas  mengenai

scluruh kem'amnlﬂmuukdeanpcrhinmgmhbu/Rugi.
Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai
wewenang sebagai berikut

a Mmgmgk;tdmm@mberbcnnnnpcgawu
b.Mmgmghxpchwaitmmkmcnduduhjabmdibawah
Direksi

¢. Menandatangani Pinjaman sctelah mendapat pereetujuan
Kepala Dacrah.

d MmﬂdanngznideanPﬂhiNnglaba/Rugi.
c Mcmndztxngamkahukmndcnganplhaklam

Pasal 14

Sclmbm-lnnbamya6(cnam)bulansctelahbemkhirtahunbuh1,
Direksi menyampaikan lxporankcuangan kepada Ketua Badan
ngzmymgtudiﬁda:ideanPcrhinmganLaha/Rugi

Tmmpcmbtmzn,pcnyampaiandanpcngesahanchadan
Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan Perusahaan Daerah diatur sesuai
dengmpmumpcnmdanganyangberlaku.
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Pasal 15

PcnzhnilmDirckﬁtutﬁﬁduiannﬁangmdanjmpmduksi.

Pasal 16

(1) Tunjangan scbagaimana dimaksud pada pasal 15 terdiri dari :
a. Tunjangan keschatan
b. Tunjangan kemahalan
c chmbmd:’mamumgmnnmhymgpmm.

Q). JumdnkxisebagaimmdimnksudpasallSPemt\mDacnh
ini diberikan sctiap tahun jika Perusahaan memperolch
keuntungan.

3x B-mmyaumjmgandanjasapmduksiscbagaimmntﬁmahud
padazym(l)danayat(Z)pasaliniditﬂapkanolchchalaDamh

sctclah  memperhatikan  pendapat  Badan Pengawas dan
kemampuan Perusahaan Dacrah.

(4). Jumlah scluruh biaya untuk penghasilan Dircksi, Honorarium
Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja
lainya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per scratus) dari
sclurch realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang
berjalan.

(5> Kepada Dircksi diberikan dana Representasi setinggi-tingginya
75 % (Tuuh puluh lima per scratus) dari jumlah penghasilan
Direksi dalam satu tahun.

(6) PcnsiunDimkxidiamrmuaidcnganPcmananaPcnsiun
Bersama (Dzpenma Pamsi).

Bagian Keenam
Syarat-Syarat, Pengangkatan, Cuti dan Pemberhentian
Anggota Direksi

Pasal 17

1. UumkdnpaxdimghxmmjadianggotaDircksihamsnmcnuhi
persyaratazan sebagai berikut :

1 Warga Negara Indonesia.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Fsa,

(3 Mun;xmyxiakhhkdanmomymgbaik

d  Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945,

¢. Sctia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah
Pusat mavpun Pemerintah Daerah.




=2 b

Tida.kpamhtcrhwbaiklmgmngmau;nmﬁdaklmgsmg
dalam sctiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan
Rcwbﬁklndonesiayangbcrﬂamkaancasﬂadendmg—
UmhngDasarl%SscpqﬁGMS/PKlaxauorganisasilcﬂamna

Mempunryai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa
terutama kepada Pemerintah Dacrah.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan,
McmpmyaipmdidihnSnjm(Sl)mnjbidangnyt
Mempunyai pengalaman kerja minimal § (lima) tahun
mengelola Perusahsan Dacrah yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan (Referensi) dani Perusahaan Daerah sehelumnya
dengan penilaian baik.

Perusahaan Dacrah.
Pernah mengikuti pelatiban manajemen air minum di dalam
atau di luar negeri.

Batas usia pada sast diangkat pertama kali berumur paling
tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.

Berwibawa dan jujur.

Bertempat tinggal di Medan.
ﬁdaktahithubmgmkcluargndcnganl(epalaDaemhm
dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi

lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun
kmpingtamasukmemnmdmipnr.

Anggota Direksi Perusahaan Dacrah tidak dibenarkan memangku
jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

a

Anggota Direksi Perusshaan Daerah lainnya atau Perusahaan

Smnanjabahnhinynngberhubungmdcngmwngclohm
Perusahaan,

Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/
Lembaga Pemerintah Pusat dan Dacrah

Iabatznlzinaesmidenganketcnmandalampemnm
Pcmnd:ng-tmdmgmymgberhhx.
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Pasal 18

(1) Masa jabatan Anggota Direksi sclama 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

2> ngmnﬁzﬁtahadzpayﬂ(l)dapatdihhnkmapabﬂasﬂah
scorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

dilakulian apabila anggota Direksi terscbut mampu meningkatkan
kinajaPmmhszacnhAirMinumdmpclayamkobtmhan
arr minum kepada masyarakat setiap tahun.
Pasal 19
Jika sctelah pengangkatan Direksi ternyata mereka masuk dalam
hmhmgmkcluzrgxscbagaimmdimakswpadam 17 hurup p,
maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala
Daerah
Pasal 20
(1) AnggotzDinkximcmpcmlchhakcutiscbag;ibcﬁhn:
a Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.

b. Cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.

c Cudmcnmnihnﬁndahhajiochmaw(cmp.tpmuh)haﬁ.

(€)Y AnggotaDirckxischmamelakxmkancutimcndapupcnghasﬂan
peouh dari Perusahaan Dacrah.

Pasal 21
(1) Anggota Dircksi dapet diberhentikan dongan alasan -
a  Atas permintaan sendiri.
b. Kmkachatxntidakdapatmclaksanakmlugamya

¢ Tidak melakukan tugasnya sesuai dengan program kerja
yang telah disetujui.

d Tedibndalxmﬁndakmymgmug'hnl’mhm

¢ Terlibat dalam tindak pidana.
£  Merugikan Perusahaan Dacrah,




- B

). ApabihmggonDirehididugamclahkasalahsatupcrbuaun
wbagaimzmdimaksuddalampasalinihmlpc,d,edanfBadan
Pengawas segera  melakukan  pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan.

3) Apabihbadasarhnhasﬂpcmcﬁksmtcrhadapanggotamrcksi
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan
perbmmyxngdiwduhkzn,BadanPengawu segera melaporkan
kepada Kepala Dacrah

(4)  Kepala Dacrah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat
Keputusan tentang pemberhentian scbagai Anggota Direksi.

(5)- Anggota Dircksi yang diberhentikan scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hurup a dan b diberhentikan dengan hormat.

(6) AnggotaDircksiyangdlbcrbmﬁhnscbagaimanadimahudpada
ayat (1) burup ¢, d, ¢ dan f diberhentikan dengan tidak hormat.

. AnggotxDimkxiymgdibcrhcnﬁkxnbm‘dmarhnayal(l)hmpr
diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan olch Direksi sctelah
mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Kepegawaian
Pasal 22
Ketentuan  Pokok-Pokok Kepegawaian serta Pokok-Pokok
Penggajizn dan Penghasilan Badan Pengawas, Dircksi dan Pegawai
Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Daerah dengan mempedomani Peraturan yang berlaku setelah terlebih
dahulu mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Kedelapan
Badan Peagawas
Pasal 23

(1) Badan Pengawas diangkat olch Kepala Dacrah.

(2). AnggmBad:anglwuaebaglimmdimkmdp.daayat(l)
tu’diﬁduichabatDuthmgkxtLPcmmgandanMuyamht
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Pasal 24

UnmkdxputcﬁmghtmcnjadimggomBadeengawuhmu
memenuhi persyaratan :

a. Warga Negana Indonesia.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¢. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.

d. Sctia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945,

¢. Sctia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Dacrah.

£ Tidakpcrmhwrhwbdklangmmgmaupmtidaklmgsmg
dalam sctizp kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan
Republik Indoncsia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
UndngawlNSscpmiGwS/PKlmuapninaitcdamg
lainnrya.

8 Mempunysi rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa
terutama kepada Pemerintah Daerah,

h Tidnkdiabmhakpilihnyabetdamhnkcpmmnkngadihn

i Menguasai manajeman Perusahaan Dacrah..

J- Meayediakan waktu yang cukup.

k Tidaktcrkz.ithubmgankcluargadcngaanpalaDacmhatau
dengan anggota Dircksi sampai derajat ketiga, baik menurut
garis hurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

L Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk

mclanjutkan jabatan harus mendapat izin tertulis dari Kepala
Daerah.

m Pengangkatan anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Dacrah.

Pasal 25

(1) ImnlahmggotaBadaangawaspaﬁngbanyak3(ﬁga)orang,
scorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

) MmjabamnmggotaBadanPcngawaapdinglamaﬂtip)nhm
dmdapaxdimgkukcmbalimmkl(sam)kalimasajabam

(3). Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan
Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap
kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada
Kepala Dacrah schingga Perusahaan Daerah mampu
meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum
kepada masyarakat




(4). Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih
dahulu dilantik dan diambil sumpaly janji oleh Kepala Dacrah.

Pasal 26

Salah scorang dari anggota Badan Pengawas diangkat menjadi
Sckretaris Badan Pengawas. Untuk membantu kclancaran tugas-tugas
Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan
Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas.

Pasal 27
Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

3 Mengawasi kegiatan Dircksi dalam menjalankan Perusahaan;

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Dacrah terhadap
peogangkatan Anggota Direksi;

¢ Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Dacrah terhadap
Program Kefja yang diajukan olch Direksi;

d Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Dacrah terhadap
rencana perubahan status kekayaan PDAM;

. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Dacrah terhadap
rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;

f Mmbaikznpcndapmdansarankepadal(cpalaDamhtcrhadap
laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 28
Badan Peogawas mempunyai wewenang scbagai berikut :
a Mmbaipaingm:nkcpadaDircksiyangtidakmclaksamkanmgas

scsuai dengan program kerja yang telah disetujui;
b. MuncdksaAnggotaDimksiyangdidugamcmgikanPDAM;

Pasal 29

(1). Badan Pengawas mengadakan rapat sckurang-kurangnya 3(tiga)
bulan sekali dan sewaktu-waktu diperlukan.

). Dalzmmpaxsebagaimanadimakmdpadaayat(l)pasalini
dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah
scsuaidcnganmga.spokok,ﬁmgsidanhaksertakewajﬂ)annya.

(3). Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah
untuk mufakat

(4). Untuk sctiap rapat dibuat risalah rapat
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Pasal 30

(1} Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

@)

3

(1).

2

@3

3 Atas permintaan sendiri.
b. Kumakachaxan,ﬁdakdapmmclaksamkanmgmya,

c Tcrlﬂmdahmtindakmyangmcrugihnl‘cmsahaan
Dacrah ’

d Terlibat dalam tindak Pidana
¢ Mcrugikan Perusahaan Dacrah.
ApabilaznggotaBadanPcngawasdidugamchkuhnsahhnm

pcrbuatmwbagaimamdimaksudpadapasalinihmpc,ddanc
Kepala Dacrah scgera melakukan pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan
Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti
melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Dacrah paling
lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Kepala
Dacrah tentang pemberhentian scbagai anggota Badan Pengawas
dandxpaxdiumunmuaidcngankctcnnmnhuhnndm

Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31
Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
a2 UzangJasa
b. Jmﬁo&nhi
Bemmmgijadeengzwasadalahwbagaibcﬁhn:

a KmBadanPcngawasmcncﬁmauangjmsebeaarw%
(empat puluh perscratus) dari penghasilan Direktur Utama

b. Sck:rc’cxrisBadanPcngawasmcncrimauangjmsebesar
35%(tigaptnuhlimapcmcrann)datipcnghasﬂmDimkmr
Utama.

c AnggotaBadanPcngawasmcncﬁmamgjasascb&arw%
(tiga putuh perscratus) dari penghasilan Direktur Utama.

chadaBademghwasscﬁapmhmdl'bcﬁkmjasaprodxxksi
yang  besarmya  ditetapkan Kepala  Dacrah dengan
mcmpcrhittmgkznkammp\mnkcuanganPer\mahaanDamh




(1)

2
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Bagian Kesembilan
Targgung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 32

Dircksi, serta scmua Pegawai Perusahaan Dacrah  atas
tindakanmya yang melawan hukum atav karena kelalaian dalam
melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya
baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian
Ptrusabaanl)acnuucﬁsannﬁngcﬁacﬂqun<ﬁhukunxscmuﬁ dengan
ketentuan  hukum yang berlaku diwajibkan pula mengganti
scluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Kztmmtmmngnmnnanhuhnndanganﬁmgiwbagaimam

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditctapkan oleh Kepala Dacrah
sctelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Kesepuluh
Tahun Bukn

Pasal 33

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim yaitu dari tanggal
1 Januarni sampai tanggal 31 Desember.

(1)

@

()

(4)

Bagian Kesebelas
Anggaran Perusahaan Daerah

Pasal 34

Sclambat-lambatrya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir,
Drireksi harus menyampaikan rencana anggaran Perusaan Daerah
k:padaKepalaDamhmclaluiBadanPengawas untuk mendapat
persetujuan Kepala Dacrah,

Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Kepala
Dunhmmsyahkmrcncmaanggamn scbagai dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini scbelum memasuki tahun buku baru,

DalzmhachpuaDaerahﬁdakmcngemukakmkebaatanatau
pmohhnmsmmanggznnPenmhuanzhaebclm
memtmkjtthbukubaru,makareneanaanggm'antcmcbm
beriaku sepeauhnya

Pmlbahmmggzmymgtcxjadidalamtahmbukuymg
bersangkutzn harus mendapat persctujuan terlebih dahulu dari
Pengawas.




Bagian Keduabelas
Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah

Pasal 35

Tmmpaxjmhn,pemindahtaugananmup\mpembebamnam
akﬁvatctszcnmhaanDamhmpcncdmaanpinjamanjangka
mﬁdakmmagihlagidanpcnghapxmndaripembuhxanpimangdan
persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Kepala Daerah
badamthmmPcnmdangmdangmymgberm

Bagian Ketigabelas
Kerjasama antara Perusahaan Daerab dengan Pihak Ketiga

Pasal 36

KujmaPmahaanDacnhdcngnnpihakkeﬁgadﬂakuhnoleh
DimksiPmuhmDumhdengmperwmijadanPengawudm
bu'pedommkcpadapcranmpcrmdmg-undmgmymgbeﬂaku

Bagian Keempatbelas
Perhitungan Tahunan

Pasal 37

(. Sclmbu—lzmham;n6(mam)bmanaclchhbcnkhirhhmbuku,
Dimksimmyxmpaikanlaporankcuangankcpadal(mﬁadan
PcngzwnyzngtcxdiﬁdaridemPerhimngmLaba/Rngi
tabunan.

). demPermnmmuba/Ruglwbagmmmdxmabwdalm
tyn(l)pa.salinihmxsdiwditolehAhmhnyangdinnﬁukoleh
Kepala Dacrah

3). SdeMI(sam)blnmsetehhpemqiksnnAkmm
pendangan Dircksi tentang masa depan Perusahsan Daorah
kepada Kepala Dacrah, Badan Pengawas dan Badan-Badan
lainnya scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang

(4)Pahmmgznmbmmwbagaimmadimakxuddalmmt(l)
disyxhhnolchchalaDacrahsctclahtcrlebih dahulu mendengar
pertimbangan Badan Pengawas.

(5 Apsbila dalam waktu 3 (tiga) bulan sctelah laporan dimaksud
disampaikan, Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan atas
perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah
disyahksn




Bagian Kelimabelas
Penetapan dan Peaggunaan Laba

Pasal 38

Penggunaan laba bersih terdiri atas :

a

b

(1.

@)

()

(1

@)

3)-

Untuk Kas Dacrah 25%
Untuk Dana Pembangunan Dacrah 30%
Untok Cadangan Umum 25%
Untuk Jasa Produksi 10%
Untuk Tunjangan Hari Tua 10%
Bagian Keenambelas
Pembubarar Perusahaan Daerah
Pasal 39

Pembubaran dan penunjukan likuidator Perusahaan ' Dacrah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sisa kekayaan Perusahaan Dacrah setelah diadakan likuidasi

Pertanggung  jawaban likuidator discrahkan kepada Kepala
Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-halymgbelnmdixmrdalamPcrmmDaemhiniakandizmr
lebih hpjut dengan Keputusan Kepala Daerah scpanjang

Dmmba'hknunycmtmanamhini,mkaPcmnmnDamh
PropinsiDacrahTingkatISumatchtaraNomorll Tahun 1979
tcntznchmsahnnDacnhAirMinumTimmdepimiDamh
TingkaStmataaUtamscpanjangtidakbcncntanmdcngan
Pcmmeunhinimnihtctapberlnm

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

3. Peraturan Deerah Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara
Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Dacrah Air Minum
TMPmpinﬁDaenhTingkuISmmmUm




Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 April 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI DAERAH TINGKAT SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
dto dto
H M. ISEAK T. RIZAL NURDIN
Disyahkan olch Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan
Nomor :535.22-540
Tanggal : 27 Mei 1999
Dinndangkan dalam Lembearan Dacrah
Propinsi Dacrah Tingkat I Sumaters Utara
Nomor $53
Tahun 1999
Seri : D Nomor 52

Pada Tanggal : 15 - 6 - 1990
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR: 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

UMUM

Perusahaan Dacrah Air Minum Tirtanadi Propinsi Dacrah Tingkat 1 Sumatera Utara
mempunyai kegiatan mengelola, pendistribusian dan pelayanan air minum yang
mmmxﬁmmkcpachmsyxnkndmmmgdohpemhmngmairlimbahdﬂam

Unmkmcngunhanghudmmcningh&anpcmanmhmDacmhAirMinum
Tirtanadi Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara perlu menyempurnakan Peraturan
Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 menggantinya
dcnngcmmnan:hPm;imiDacnhTingkatISmnmUmNomorﬁ Tahun
1985 jo Peraturan Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
IWIwm:ngPauhthumDuthmpimiDaethingkaSumam
Utara Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perusahaan Dacrah Air Minum Tirtanadi Propinsi
Dacrah Tingkat I Sumatera Utara.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 25
Tahun 1985 teatang Perusahaan Dacrah Air Minum Tirtanadi Propinsi Dacrah Tingkat |
Sumatera Utara, pengaturan mengenai Badan Pengawas, Direksi Perusahaan Daerah Air
Minum Tirtanadi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572
Tahun 1985 temtang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan
Kepegawaian Perusahaan Dacrah Air Minum.

BahwadmganmkhbukcmbangnyaPmahamDacmhAirWumTirmﬁ
PropimiDacrahTing;kaSmnzthmmamyada]am menyongsong era globalisasi
sangat diperlukan kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum yang lebih berhasil guna
danbadzyngmawhmggammmaﬁnglmkankmqjaPmmhnnymgacmakinbaik
mdapatlcbihmcnmgh&mpchymankcpadamasmhgbdkdaﬁxgimmm,
kualinsmmgmkmﬁmﬁmairymgdipuokkcpadakomumm

Untuk dapat mencapai hal dimaksud Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan
mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985,

DcngandilcrbitkmqumanqnaiDalamNcgcﬁ Nomor 7 Tahun 1998 tentang
Kepengurusan Perusahaan Dacrah Air Minum maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah
TingkaSumaszunNomorBtathﬁmtanngmhnnDacmhAhMinum
Tirtanadi,joPc:mmDacrahPropmsiDacthingkatISmnatchtamNommG
Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
SmmUmNomszTlhtml%Stemmg Perusahaan Dacrah Air Minum Tirtanadi
PropimiDaqahTinganSmnaxaaUmpeﬂudiscmp\mkm dan diganti dengan
Peraturan Dacrah yang beru,




PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Paszal 2
Pasal 3

Pasal4 Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 5 Ayat (1)

Ayt (2)
hurgfadan b

Pasal 6

Pasal 7 Ayat (1)

Ayat (2) ¥/d Aya (5)
Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Perusahaan Dacrah Air Minum Dati II yang belum dapat
meningkatkan  kinerjanya, dan masih membutuhkan
bantuan peningkatan pelayanan secara optimal dapat
mcnmuhn DETMONONAN WPWMAH
Minum Tirtanadi untuk dijadikan sebagai Cabang.

Untuk dapat dijadikan scbagai Cabang PDAM Tirtanadi,
Pemerintah Dacrah | Tingkat II yang bersangkulun hurus
teriebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Yang dimaksud dengan Air Limbah ialah scluruh air
buangan dari bangunan termasuk tinja, kecuali air cucuran

hujan.

Air buangan /air limbah industri  tidak tcrmasuk dalam
ketentuan ini, pengelolaannya dilaksanakan sendiri olech
pengusaha industri yang bersangiautan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas

Apabila menaikkan tarif air minum terlebih dahulu
diberitahukan/dikonsultasikan dengan DPRD  Propinsi
DacnhngkxtIS Ima3 g Utara.

Cukup jelas
Dengan bertambahnya bidang usaha Perusahaan Daerah
dan pengembangan Perusahaan Dacrah  diperlukan
penambahan modal untuk mengelolanya.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas




Pasal 10 Ayat (1)

Ayat (2) ¥d Ayat (4)
Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17 hurufa o/d b

boruf i

huruf j.

burufk 8/d |
horuf m.

hurufns/dp

Pasal 13 Ayat (3)

Pasal 19

Pasal 20 Ayat (1)
uruf a dan b

horuf ¢

Yang dimaksud dengan pengalaman kerja minimal 5(lima)
tahun adalah pengalaman dalam bidang Perusahaan
Daerah

Cukup jelas.

Ymgdimamxddcnganusiaﬂtahunadalahbagi
scscorang yang belum pernah sama sekali menjabat scbagai
Anggota Dircksi pada suatu Perusahaan Daerah.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan, pelayanan kebutuhan air minum
kepada masyarakat sctiap tahun adalah pelayanan
kebutuhan air minum dalam Jjumlah yang cukup memadai
baik sccara kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya.

Bila sescorang diangkat menjadi anggota Direksi dan
iquyata dikemudian yang borsangkutan mempunyaj
hlbmgaakolmrgnwblgﬁmamdimaksudpadal‘asalﬁ
baruf p, maka untuk melanjutkan jabatannya harus

Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan cuti menunaikan ibadah haji
pada  Pasal ini adalah 1(satu) kali dalam 1(satu) masa
jabatan




Pasal 21 Ayat (1)
buruf a3 o/d ¢:

buaruf d.

boruf £

Avat(2) ¥d Ayt (7)
Pasal 22

Pazai 23
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 24

Pasa] 25

Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28

Pasal 29
Ayat(1) wd (3)
Ayat4

Pasal 30

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan peraturan  yang berlaku termasuk
Pﬂ'manmiTcmga Kefja RI. No. 03 Tahun 1996

Yang dimaksud dengan perorangan ialah seseorang yang
mcnguasaimanajcmcnPcmsahaanDacrahAirMinum

Y.tng. dimaksud dengan masyarakat konsumen ialah yang
ditunjuk langsung dari pelanggan PDAM Tirtanadi dan
diutamakan bukan pejabat Pemerintah Dacrah

Cukup jelas -

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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. Pasal 31 ¢ Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 :  Cukup jelas

Pasal 34 . Cukpjelss

Pasal 35 :  Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 Ayat (1) #/d
Ayat 3) t Cukup jelas |
Ayat (4) : ngesahmmmbam membenarkan Direksi atas segala

scsuatu yang termasuk dalam perhitungan itu.

Ayat (%) ¢ Cukup jelas.

Pasal 38 :  Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cuknp jelas

Pasal41 :  Cukup jelas




